
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN
DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43
Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan
dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ~entang Pemeriksaan
Pengelolaoln dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerall Khusus Ibul<ota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republiklndonesia;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
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10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2015;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taht.n 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintanan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20')7 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

17. Peraturan Me!1teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peratu;'an Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daeratl Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri;

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangk:Jt Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Bad<1n Pengelola Keuangan dan Aset Daerar yang selanjutnya
disingkat BPKAC adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,Jakarta.

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaya Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja yang
selanjutnya disebut P4TK adalah Pusat Penyiapan dan Pengembangan
Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penyiapa:l dan Pengembangan
Produktivitas Tenaga Kerja.

13. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syc:rat untuk bekerja di luar negeri.

14. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah
setiap warga negara Indonesia yang rnemenuhi syarat sebagai pencari
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi
Pemerintah Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerja<Jn,

15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang
selanjutnya disingkat PPTKIS adalah hadan hukumyang memperoleh
izin tertulis dari Pemerintah untuk menye'enggarakan pelayanan
penempatan TKI di luar negeri.

16. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepeyawaian dan diserah; tugas dalam sLiatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara !ndcnesia yang memenuhi
syarat tertentu, ciiangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, ya.lg diangkat berdasarkan
perjanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P4TK.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

(1) P4TK merupakan Unit Pelaksana Teknis D:nas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam pelaksanaCln penyiapan, pelatihan dan
pengembangan produktivitas tenaga kerja.

(2) P4TK dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal4

('I) P4TK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tenaga kerja luar
negeri serta pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja
dalam negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P4TK
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana stmtegis dan rencana kerja dan anggaran
P4TK;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
P4TK;

c. penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis
pelaksanaan penyiapan, pelatihan dan pengembangan produktivitas
tenaga kerja;

d. penyusunan program penyuluhan. sosialisasi, seleksi dan
penyiapan penempatan CTKI ke luar negeri;

e. pelaksanaan pengumpulan data, penyebarluasan informasi dan
seleksi CTKI ke luar negeri;

f. pelayanan penempatan CTKI ke luar negeri;

g. pelaksanaan konsultasi teknis bagi CTi<I, TKI dan lembaga
penempatan tenaga kerja luar negeri;

h. pelaksanaan verif:kasi dokumen CTKI kl3 luar negeri;

i. penyusunan program penyuluhan dan bimbingan manajemen dan
produktivitas;

j. penyusunan program, kurikulum dan sila!:'us pelatihan di bidang
produktivilas;

k. pelaksanaan pelayanan pengukuran produktivitas dan usaha
pengernbangan produktivitas;
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I. pelaksanaan pelayanan konsultasi manajemen dan produktivitas;

m. pelaksanaan pelatihan, konsultasi dan bantuRn teknis pengembangan
produktivitas;

n. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pengembangan
produktivitas;

o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P4TK;

p. pengelolaan ketatausahaan dan karumahtanggaan P4TK;

q. pengelolaan kearsipan data dan informasi P4TK;

r. pengelolaan prasarana dar. sarana P4TK;

s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P4TK; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawabc.n pelaksanaan tugas dan fungsi
P4TK.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi P4TK, terdiri dari :

a. Kepala Pusat;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan C7KI LLJar Negeri;

d. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas
Tenaga Kerja; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi P4TK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bag ian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tUf;jas :

a. me;nimpin dan mengoordinasikan I'elaksanaan tugas dan fungsi P4TK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan
Subkelompok Jahatan Fungsional;
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c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi
Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK;
dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi P4TK.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal?

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan foatuan kerja staf dalam pelaksanaan
administrasi P4TK.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh se0rang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa!:' kepada Kepala Pusat.

(3) Subbagian Tata LJsaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
P4TK sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpur. dan menyusun bahan pedoman darl standar teknis
P4TK;

d. mengoordinasikan penyusunan rer,cana strategis dan rencana kerja
dan anggaran P4TK;

e. meiaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran P4TK;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
P4TK;

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan P4TK;

h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban P4TK;

i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung dan peralatan kerja P4TK;

j. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan dan
perpustakaan P4TK;

k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P4TK;

I. menghirnpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan
Kerja P4TK;

m. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan
peralatan kerja P4TK;

n. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsifJan, data dan informasi
P4TK;

o. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran,
pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi P4TK;



7

p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas P4TK; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabr.an pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri
merupakan ~atuan kerja Iini P4TK dalam pelaksanaan kegiatan
penyiapan dan penempatan CTKI Luar Negeri.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusa!.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinc:s atas usul Kepala Pusa!.

(5) Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis
pelaksanaan kegiatan penempatan dan pembinaan CTKI Luar
Negei"i; ,

d. menyusun bahan dan melaksanakar. program pelayanan
penempatan TKI ke Luar Negeri;

e. melaksanakan pengumpulan data, rekrutmen dan seleksi CTKI ke
Luar Negeri;

f. melaksanakan bimbingan CTKI ke Luar Negeri;

g. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, perjanjian penempatan TKI
dengan lembaga pelaksanaan penempatan TKI swasta;

h. melakukan penelitian dokumen CTKI dan Surat Izin Perekrutan;

i. menyiapkan rekomendasi pembuatan Paspor;

j. melc:ksanakan penelitian materi perjanjian kerja yang dibuat antara
CTKI dengan PPTKIS;

k. melaksanakan publikasi dan informasi kesempatan kerja luar negeri;

I. menyelenggarakan pengarahan pra pemberangkatan CTKI ke Luar
Negeri;

m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan CTKI ke Luar
Negeri; dan

n. melaporl<an dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri.
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Bagian Kelima

Satual1 Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan
Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga
Kerja merupakan satuan kerja lini P4TK dalam pelaksanaan pelatihan
dan pengernbangan produktivitas tenaga kerja.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Ke~ala Dinas atas usul Kepala Pusat.

(5) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga
Kerja mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
P4TK sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis den rlokumen pelaksanaan
anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan Produktivitas Tenaga
Kerja;

d. mcnyusun bahan kurikulum dan silabus pelatihan produktivitas
berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan produktivitas;

f. melaksanakan promosi pelatihan produktivitas;

g. melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen dan produktivitas;

h. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan,
mengembangkan dan memanfc:atkan data dan informasi pelatihan
produktivitas;

i. melaksanakan pembinean Kelurahan produktif;

j. melaksanakan kajian pengukuran produktivitas tenaga kerja dan
perusahaan;

k. melaksanakan penyuluhan peningkatan produktivitas;

I. rnelaksan3kan konsultasi dan bantuan teknis peningkatan
produktivitas;

m. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan
dan oengllkuran produktivitas; dan' .

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas
Tenaga Kerja.
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Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal10

(1) P4TK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dalam susunan o~ganisasi struktural P4TK.

Pasal11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsionai P4TK sebagai
bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Din3S Tenaga Kerja dan
Trar.smigrasi.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin olen seorang Ketua Subkelompok Jaoatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Ketua Subkelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala
Pusat dad pejabat fungsiollal yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P4TK diatur
dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan
Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan
ketentuan peratl.:ran perundang-undangan.

BAB V

STATUS JABATAN OAN ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan
Jabatan Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselor. IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P4TK wajib taat dan
berpedcman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Instansi
Pemerintah/swasta dan masyarakat calam rangka meningkatkan kinerja
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK.
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Pasal 14

Kepaia Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing­
masing sesuai dengan ketentuan peratllran perundang-undangan serVo
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P4TK wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai k;nerja bawahan masing­
masing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional serta Peoawai ['ada P4TK wajib
mengikuti dan mematuhi perintah ~edinasan atasan masing-masing
sesuai dengail ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kep&la Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional pada P4TK wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta
mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya
penyimpar.gan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua
Subkelompok Jab&tan FJngsional dan Pegawai pada P4TK, wajib
menyampaikan laporan dar. kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang meilerima la:Joran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindakl&njuti dan menjarJikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewen ..mgan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap P4TK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peratur,an GubernL'r.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai pada P4TK merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri
atas:

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
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(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegaw3ian, P4TK mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan
RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi P4'rK dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanilan tugas dan fungsi P4TK
merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh P4TK sebagai prasarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkall.

(2) Pengelolaan aset atau p,asarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pacta ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan parundang-undangan bidang keuanyan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang peilgelolaan barang
milik negara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima P4TK dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau
bantuan ba;ang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang
daerah.
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(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku
Pejabat PGngelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum
Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABIL:TAS

Pasal 24

(1) P4TK menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bular.an dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala
Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. barang;

e. akuntabilitas; dan

f. kAgiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, P4TK mengembangkan sistem pengendalian
internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap P4TK dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. Aparat pengavJasan intern pemerintah.

BABXH

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja P4TK diatur/ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur/Kepulusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, Kemampuan k8uangan daerah dan rrioritas daerah.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai be..laku :

a. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengemba,lgan Produktivitas Daerah;

b. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2010 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakart<.l
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62015



Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nemer 30 TAHUN 2015
Tanggal 18 Februari 2015
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BASUKI T. PURNAMA


